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BUPATI KONAWE 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATT KONAWE 

NOMOR 11 TAHUN 2023 

T E N T A N G  

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 

TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KESATU huruf c 

dan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 

Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, khusus 

kepada Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 
2023 untuk menyusun dokumen perencanaan 
pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 
yang selanjutnya disebut sebagai Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten selanjutnya 
ditetapkan oleh Kepafa Daerah dengan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Pembangunan Dacrah Kabupaten 
Konawe Tahun 2024 - 2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik 

Indonesia Nomor 5234) scbagaimana tclah diubah 

bcberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kcdua Atas Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daernh (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang 

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

8. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang- Undang Nomor Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Kcunngan antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemcrintahan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarbahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 6757); 

10.Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkclanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tcntang 
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2020 Nomor 10); 

13.Pcraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggarn Nomor 2 
Tahun 2014 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 -- 2034 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 
2014 Nomor 2); 
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Menetapkan 

18.Peraturan Dacrah Kabupatcn Konawc Nomor 9 Tahun 
2014 Tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah Kabupatcn 
Konawe Tahun 2014 -- 2034 (Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 13 1 ) ;  

19.Peraturan Dacrah Kabupatcn Konawe Nomor 6 Tahun 
2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
Daerah Kabupaten Konawc (Lembaran Dacrah 

Ka bu paten Konawc Tahun 2017 Nomor 174) 

scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupatcn Konawe Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Dacrah 

Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257). 

20. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Konawe 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Konawe Tahun 2021 Nomor 254); 

2 1 .  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan 
Daerah Otonom Baru. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 - 2026 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang mcnjadi kewcnangan pemerintah daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Konawc. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disinkat dcnan DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Konawc adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah yang bcrkcdudukan scbagai unsur 

Penyelcnggara Pemcrintahan Dacrah. 

5. Perangkat Dacrah adalah unsur pcmbantu Bupati dan Dcwan Perwakilan 

Rakyat dalam menyclenggarakan urusan pemerintahan yang mcnjadi 

kewenangan daerah Sckrctariat Dacrah, Sckrctariat DPRD, Dinas, Lcmbaga 

Tcknis adalah Sckretariat Daerah, Sckretariat DPRD, Dinas dan Lcmbaga 

Teknis Pcmerintah Kabupaten Konawe. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe. 

7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 - 2026 yang 

selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen percneanaan pembangunan 

daerah Kabupaten Konawe untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

Pasal 2 

RPO memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program 

Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai 

dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran 

Daerah yang mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Reneana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. 

Pasal 3 

RPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungi sebagai : 

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis 

Perangkat Daerah: dan 

b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rcncana Kerja Pemerinah 

Daerah. 

BAB II 

SISTEMATIKA RPO 

Pasal 4 

(1) Sistematika RPO sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. BAB I : Pendahuluan; 

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
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c. BAB III 

d. BAB IV 
e. BAB V 

f. BAB V 

g. BAB VII 

h. BAB VIII 
i. BAB IX 

: Gambaran Keuangan Dacrah; 
: Permasalahan dan Isu Strategis; 
: Tujuan dan Sasaran: 

• 

: Strategi, Arah Kcbijakan dan Program Prioritas 
: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Dacrah; 

: Kincrja Penyclcnggaraan Pemcrintah Dacrah; dan 
: Penutup 

(2) Rincian sistematika RPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrcantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan 

Bupati ini. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Ditetapkan di Unahaa, 
Pada Tanggal, 29 MArel 2023 
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Diundangkan di Unaaha 
Pada tanggal, 29 Marek 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPF ;N KONAWE, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR: G11 
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